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Skripsi ini merupakan salah satu karya ilmiah yang menyajikan data, baik 
data lapangan maupun data pustaka.  Data yang disajikan di dalamnya berkenaan 
dengan sistem bagi hasil yang kini sementara diterapkan oleh masyarakat di Desa 
Tanjonga sebagai lokasi penelitian penulis. Sistem  bagi hasil ini secara khusus 
diterapkan oleh masyarakat pemilik tanah atau lahan terhadap petani penggarap.  
Data-data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan wawancara antara 
penulis dan petani penggarap, serta data-data berupa dokumentasi. Pengolahan 
data dalam kajian ini menerapkan metode pendekatan syari’i yang dengan melihat 
ketentuan-ketentuan atau aturan berupa hukum Islam. Sementara pengumpulan 
datanya dilakukan berdasarkan library research dan field research dengan 
meliputi teknik observasi, dan interview. Kemudian dilanjutkan dengan 
pengolahan data berupa metode induktif, deduktif. 
Bertolak dari teknik pengumpulan dan pengolahan data itulah sehingga 
ditemukan di lapangan tentang adanya relevansi antara hukum Islam dengan 
sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat pemilik lahan atau lahan 
terhadap petani penggarap. Salah satu bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil yang 
diterapkan di Desa Tanjonga adalah si A memberikan tanah kepada si B untuk 
digarap dengan ketentuan serta prosentase pembagian hasil yang telah disepakati 
bersama. Sementara  adalah si A memberikan lahan kepada si B, dengan 
ketentuan si B meminjamkan dana kira-kira seharga dengan lahan kepada si A 
dengan jangka waktu tertentu dengan perjanjian seluruh hasil produksi selama 
masa peminjaman si A pada si B diambil seluruhnya oleh si B.  
 Bentuk bagi hasil lainnya antara lain seperdua, sepertiga dan seperempat 
atau sistem bagi hasil sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga untuk petani 
penggarap, jika seluruh biaya pengolahan lahan di tanggung oleh petani 
penggarap. Tetapi jika sebaliknya, yakni seluruh biaya yang dibutuhkan dalam 
proses pengelolaan lahan ditanggung oleh pemilik lahan, maka dua pertiga untuk 
pemilik lahan dan sepertiga untuk petani penggarap. Pembagian ini dilakukan 









A. Latar Belakang 
 Allah SWT menciptakan manusia sebagai mkhluk yang sempurna dengan di 
beri bekal dan sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, tiada lain 
semata-mata hanya beribadah kepadaNya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah menyerahkan sepenuhnya 
kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau 
digariskan oleh agama. 
Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada 
orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Ia dilarang menindas 
orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang 
membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak 
religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. 
Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak 
pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia 
itu sendiri. Kenyataan itu terbukti sejak manusia itu diciptakan. 
Kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama fiqh 
hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehannya itu, di samping dapat dipahami dari 
firman Allah yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadis Nabi dari 
Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan: 
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 َو ِهَْيلَع ِلله ا َل ْوُس َر َّن َا  ًا ع ْر ُز ْنِم اَهْنِم ُج ُرَْخي اَم ِرْطَشِب ََربْيَخ ِلْه َلَم اَع َْملَس
  رَمَش 
 )ءياسنلاو دواد وباو ملشو يراخبلا هاور(  
Artinya: 
”Bahwasanya Rasulullah saw. Mempekerjakan penduduk khaibar (dalam 
pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang di hasilkan, dalam bentuk 
tanaman atau buah-buahan” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud ,dan Nasa’i). 
Imam Syafi’i 1 mendefenisikan: 
 َْخي اَم ِضْعَِبب ِض ْر ًلا ا ُلَمَع ِلِم اًعْلا َنِم ُر َْذبْل ا َو اَهْنِم ُج ُر  
“Pengelolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan 
bibit pertanian disediakan penggarap tanah”. 
Tidak terkecuali bagi masyarakat petani, khususnya petani penggarap melalui 
sistem bagi hasil(muzara’ah) yang umumnya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerjaan 
tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan 
dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap. 
Dalam kaitannya hukum tersebut, Jumhur Ulama’ membolehkan aqad 
musaqah,muzara’ah, dan mukhabarah, karenaselain berdasarkan praktek nabi dan 
juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan aqad bagi hasil tanaman, juga karena 
aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik 
tanah/ tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau 
menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah 
tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi 
hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan. 
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Adapun persamaan dan perbedaan antara musaqah, muzara’ah dan 
mukhabarah, yaitu persamaan adalah ketiga- tiganya merupakan aqad (perjanjian), 
sedangkan perbedaannya adalah di dalam musaqah tanaman sudah ada, tetapi 
memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam  muzara’ah tanaman di 
tanah belum ada, tanahnya harus masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun 
benihnya dari petani (orang yang menggarap). Sedangkan di dalam mukhabarah 
tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, 
namun benihnya dari pemilik lahan. 
Hadirnya petani penggarap khususnya di Desa Tanjonga Kecematan Turatea 
Kabupaten Jeneponto memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, 
tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas 
lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat 
membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan 
tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas 
lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan. 
Dalam prakteknya, Nabi Muhammad Saw,  beserta para sahabat beliau pernah 
mengabulkan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada 
pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk menanam sedang yang 
lainnya mengurusi hingga membuahkan hasil dan selanjutnya dibagi sesuai 
kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik 
daripada sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian lebih 
bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti 
kita ketahui kualitasnya sementara pembayaran/sewa di lunasi terlebih dahulu. 
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Dalam sistem kemasyarakat Indonesia sendiri, pola tanam bagi hasil telah 
dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita terdahulu.  
Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil(muzara’ah), dalam 
ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak 
ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-
masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa 
pemberian hasil untuk orang yang  mengolah atau menanami tanah dari yang 
dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih 
rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).
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Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan 
penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada 
prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. 
3
Pemilik tanah 
memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya 
penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnyanya.  
Ada beberapa faktor menjadi penyebab menguaknya kehadiran petani 
penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi 
tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak berkemampuan memproduktifkan 
(mengolah) sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan. 
Dalam kaitan ini penulis merasa perlu mengadakan suatu pendekatan atau 
penelitian ilmiah terhadap praktek penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil 
                                                          
 
2
  Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah,  Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 36.    
3
 Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah , h. 36. 
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(muzara’ah) pada masyarakat petani penggarap di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto ditinjau dari aspek- aspek sosial masyarakat dan Hukum Islam.  
B. RumusanMasalah  
Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai pokok masalah yang dapat penulis 
angkat adalah bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil(muzara’ah) pada masyarakat 
petani penggarap di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 
menurut tinjauan hukum Islam, dengan sub permasalahan: 
1. Bagaimana penerapan bagi hasil(muzara’ah) bagi kesejahteraan petani 
penggarap di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto? 
2. Bagaimana menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktek sistem bagi 
hasil(muzara’ah) kepada petani penggarap? 
C. Fokus Penelitian  dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian yang diteliti berjudul “Sistem Bagi Hasil(muzara’ah) Pada 
Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan. Penelitian ini akan berfokus pada 
sistem bgi hasil (muzara’ah) pada petani penggarap dan pemilik  lahan dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil (muzara’ah) tersebut. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut, maka dapat di 
deskripsikan substansi permasalahan pada fokus penelitian. Oleh karena itu, penulis 
memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 
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“Bagi Hasil” adalah pendapatan yang diperoleh dibagi hasilnya karena 
kesepakatan kedua belah pihak, apabila ada hasil yang didapatkan oleh penggarap 
maka hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
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“Petani penggarap” adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam atau 
menggarap tanah. Maksudnya ialah orang yang mengerjakan tanah orang lain karena 
tidak memiliki tanah sendiri.
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“Hukum Islam” adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari agama Islam 
yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. 
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Sistem bagi hasil (muzara’ah) adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara 
pemilik lahan pertanian kepada si penggarap, diman pemilik lahan memberikan lahan 
pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian 
tertentu (presentase) dari hasil panen. 
 
                                                          
 
4
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1990), h. 354. 
5
 Charuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Cet. II; 
Jakarta: Sinar Grafika, 1990),  h. 61.  
6
 Charum Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis,Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 61.  
7
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia , h. 951. 
8
 Ikhwan, “Islam”, Media Islam.Com, 23 Juni. http://www.mediaislam/halal/ (18 Juli 2014). 
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Muzara’ah seringkali diidentikan dengan mukhobaroh. Diantara keduanya ada 
sedikit perbedaan yakni:  
1. Muzara’ah, benih berasal dari pemilik. 
2. Mukhobaroh, benih berasal dari penggarap. 
Berdasarkan arti dan makna judul yang dikemukakan di atas, tergambar 
bahwa yang dimaksudkan dalam judul skripsi ini secara operasional adalah bermakna 
kedudukan sistem pembagian hasil yang diterapkan antara pemilik lahan dan petani 
penggarap menurut hukum Islam. 
D. Tinjauan Pustaka 
 Adapun buku-buku yang penulis dapatkan dalam kaitannya dalam penulisan 
ini adalah sebagai berikut: 
“Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah Jilid 13” ,beliau mengemukakan 
bahwa Sistem Bagi Hasil (muzara’ah) telah terjadi pada masa Rasulullah Saw., 
beliau mengetahuinya dan menetapkannya. Kalaulah tidak demikian (terlarang) tentu 
Rasulullah tidak memberikannya, karena terkadang sebagian orang memiliki harta 
tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya, dan terkadang pula ada orang yang 
tidak memiliki harta tetapi tidak berkemampuan mengolah, dan terkadang pula ada 
orang yang tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengolah. Oleh 
karena itu, syari’at membolehkan muamalah ini agar kedua belah pihak dapat 
mengambil manfaatnya. 
 Prof. Dr. H. Hamzah Yang’qub dalam bukunya Kode Etik Dagang Menurut 
Islam” ol Dalam buku ini beliau mengemukakan bahwa segolongan fuqaha tidak 
membenarkan sewa-menyewa tanah dalam bentuk apapun, karena dalam perbuatan 
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tersebut terdapat kesamaran, pemilik tanah memperoleh keuntungan pasti dari hasil 
sewa tanahnya sementara pihak penyewa berada dalam keadaan untung- untungan, 
boleh jadi berhasil dan boleh jadi gagal karena tertimpa bencana.
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Ghazaly, Abdul rahman., Th. I. Ihsan, Ghufron dan Shidiq, Sapiudin. 
Dalam bukunya Fiqh Muamalah. Buku ini memaknai muamalah sebagai suatu 
pengetahuan tentang kegiatan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari berdasarkan 
syari’at Islam. Buku ini menekankan bahwa dalam muamalah atau perekonomian 
harus didasarkan pada ketentuan syaria’at yang diperoleh dari dalil-dalil yang 
terperici serta akurat. 
Bungin, Burhan,  dalam bukunya Penelitian Kualitatif. Buku ini membahas 
tentang teknik pengolahan data-data ang berkaitan dengan penelitian kualitatif. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia senantiasa mengacu 
kepada tujuan maupun kegunaannya. Sebab akan menjadi sia-sia sebuah kegiatan 
yang dilakukan tanpa tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan dan 
kegunaan dilakukannya penelitian adalah : 
1. Tujuannya 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami atau mengetahui 
lebih intensif mengenai sistem bagi hasil(muzara’ah) bagi para petani penggarap di 
Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto berdasarkan tinjauan hukum Islam. 
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 H. Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 32.  
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2. Kegunaannya  
Adapun kegunaannya adalah diharapkan uraian-uraian yang dibahas dalam 
pembahasan ini dapat menjadi sumbangan motivasi sekaligus sebagai bahan 
informasi positif bagi anggota masyarakat khususnya masyarakat Islam, bahwa 
sistem bagi hasil(muzara’ah) bagi petani penggarap adalah halal kecuali ada unsur 





A. Pengertian Muzara’ah, Mukhabarh, Musaqah 
1. Pengertian muzara’ah menurut bahasa, Al-muzara’ah memiliki dua arti, 
yang pertama AL-muzara’ah yang berarti Tharh Al-Zur’ah (melemparkan 
tanaman), maksudnya adalah modal (Al-Hadzar). Makna yang pertama adalah 
makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki.secara etimologis berasal 
dari kata dari kata az-zar’u yang berarti penanaman atau pengolahan. 
Adapun muzara’ah secara terminologis adalah kerja sama pengolahan 
pertanian antara pemilk lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan 
lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan 
imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
1
 
Menurut Afzalur Rahman, mengemukakan bahwa muzara’ah (sistem 
bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani 
penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu 
yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa ½ (setengah), 
1
/3 (sepertiga)  atau ¼ 
(seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan 
umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.
2
  
Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 
sistem bagi hasil adalah “perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari 
hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu”.3  Ahli lain memberikan definisi 
                                                                        
1
 Dr. Mardani,  Fiqh Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 204 
2
 Afzalur Rahma, Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II (Cet. III; 
Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),  h. 260 – 621.  
3
 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Cet. 
II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h . 61.  
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bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil disebutnya mukharabah yakni 
satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-
tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut 
akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.
4
  
Bertitik tolak dari beberapa pandangan yang dikemukakan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah pembagian 
keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani penggarap) 
dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan 
memproduktifkan lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain 
untuk diproduktifkan dengan ketentuan bagi hasil atau mukharabah. Di sini 
penulis menegaskan bahwa jika harta berupa tanah dipersewakan dengan sistem 
mukharabah di sebut dengan muzara’ah. Apabila yang dipekerjakan itu berupa 
kebun maka ia disebut dengan musaqa.
5
 
2. Pengertian Mukhabarah adalah salah satu muamalah yang akadnya 
memiliki kesamaan dengan muzara’ah baik dalam hal dasar hukum, syarat, dan 
rukunnya. Keduanya masih sama-sama dalam perdebatan para ulama. Ada 
sebagian ulama yang membolehkan dan ada sebagian ulama yang tidak 
membolehkan. Namun, dilihat dari manfaat yang diambil dari kedua akad tersebut 
maka secara syarat  baik mukhabarah dan muzara’ah boleh dilakukan sepanjang 
tidak ada maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri dan upaya 
mempekerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya. 
Perbedaan antara muamalah yang bersifat mukhabarah dan muzara’ah 
terletak dalam hal benih yang akan ditanam apakah benih menjadi tanggungan 
                                                                        
4
 M. Nejatullah Siddiqi, Partnership and Profit Sharing in Islamic Law terjemah oleh 
Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam (edisi I; Cet. I; Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 
1996), h. 8. 
5
 M. Nejatullah Siddiqi, Partnership and Profit Sharing in Islamic Law , h. 8. 
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pemilik tanah atau menjadi tanggungan penggarap. Dan akad muzara’ah, pihak 
penggarap adalah yang menyediakan benih, sedangkan pada akad mukhabarah, 
pemilik tanah adalah pihak yang menyediakan benih. 
Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam akad mukhabarah, 
antara lain: 
1. Para akid adalah mereka yang sudah cukup dewasa. 
2. Usahakan penggarap adalah seagama. 
3. Tanah garapan betul-betul dapat menghasilkan dan menguntungkan. 
4. Akad  mukhabarah harus jelas, tidak ada keraguan dan kecurangan. 
Hikmah yang dapat kita raih dalam melangsungkan akad muamalah yang 
bersifat mukhabarah paling tidak antara lain sebagai berikut : 
a. Membuat peluang kerja. 
b. Mendidik manusia agar lebih memahami tentang ilmu pertanian dan kerja 
profesional. 
c. Saling menghargai antara pemilik tanah dan penggarap tanah sangat mulia 
dan diridai Allah swt.. 
d. Memberi pelajaran agar manusia rajin bekerja. 
3. Pengertian musaqah secara etimologi, musaqah berarti transaksi dalam 
pengairan yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-mu’amalah. Secara 
terminologis fiqh, musaqah didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan: 
 “Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan 
ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.”6 
Ulama Syafi’iyah mendefinisikannya dengan: 
 “Mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon 
anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau 
anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.”7 
                                                                        
6
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003), h. 243 
7
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h.279. 
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            Dengan demikian, akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik 
kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan 
dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. 
            Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan 
asy-Syaibani, keduanya tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa akad musaqah 
dibolehkan yang bersumber dari sebuah hadits dari ‘Abdullah ibn ‘Umar yang 
menyatakan: 
 “Bahwa Rasulullah SAW. melakukan kerjasama perkebunan dengan 
penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian 




a. Rukun dan syarat musaqah 
            Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad 
musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani 
penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan jumhur ulama 
yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa 
transaksi musaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu: 
1. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi ; 
2. Tanah yang dijadikan obyek musaqah; 
3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap; 
4. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah; dan 
5. Shigat (ungkapan) ijab dan qabul.  9  
 
 
Adapun syarat –syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah: 
                                                                        
8
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, h. 256. 
9
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,h. 279 
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1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang yang          
cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh), dan berakal. 
2. Obyek musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. 
3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad         
berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemilik tanah. 
4. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka 
bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, 
dibagi tiga, dan sebagainya. 
5. Lamanya perjanjian itu harus jelas
10
. 
B. Perbedaan Musaqah, Muzara’ah dan Mukhabara 
Muzara’ah sering sekali diidentikan dengan musaqah dan mukhabarah. 
Akan tetapi diantaranya ada sedikit perbedaan sebagai berikut: 
1. Musaqah  merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan 
pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau 
tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakata 
bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam aqad. 
2. Sedangkan muzara’ah dan  mukhabarah mempunyai pengertian yang 
sama, yaitu kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dengan 
penggarapnya, namun yang dipersoalkan di sini hanya mengenai bibit 
pertanian itu. muzara’ah bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan 
mukhabarah bibitnya dari petani atau penggarap lahan pertanian itu sendiri 
yang diserahi lahan untuk ia garap.
11
 
                                                                        
10
 Nailul Author, “Musaqah,Muzara’ah,dan Mukhabara”, Pendidikan Islam.Com, 06 
Januari 2011. http://www.pendidikanislam.com/hg/html/ (27 Agustus 2014). 
11
 Ikhwan, “Islam”, Media islam.Com, 23 Juni 2010. http://www.mediaislam/halal/ (18 
Juli 2014). 
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C. Muzara’ah Bersifat Mengikat 
Akad muzara’ah bersifat mengikat, menurut ijma, berdasarkan kaidah 
luzum (perikatan) yang diambil dari ayat: penuhilah akad  itu QS. Al- Maidah/5:1. 
Oleh karena itu, akadnya tidak akan gugur kecuali dengan taqayul (saling 
melepaskan diri dari akad) atau dengan persyaratan khiyar, atau jika tanah sudah 
tidak produktif lagi. Akad muzara’ah tidak akan gugur dengan kematian salah 
satu dari kedua pelaku akad, sebagaimana akad- akad lain yang bersifat mengikat. 
Jika pemilik tanah atau pekerja meninggal, maka ahli warisnya 
menggantikannya.
12
   
D. Bentuk dan Jenis Muzara’ah 
Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau perubahan 
peradaban menuju peradaban yang baru, memerlukan adanya penyesuaian dalam 
institusi dan berbagai cara hidup secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan 
untuk mencapai perubahan dalam kehidupan, semua pendekatan yang sesuai dan 
memiliki relevansi dengan pola tingkah laku manusia-ekonomi, politik, sosial dan 
rohani, seharusnya dilaksanakan secara maksimal. Perubahan yang dimaksud di 
atas adalah adalah peralihan budaya materi menuju budaya Islam dan dapat 
terwujud dalam kehidupan ekonomi. 
Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya 
kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan 
pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya 
dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat 
menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu 
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 Jawad, Mughniyah Agus, Fiqh Imam Ja’far As-Shadiq (Jakarta: Penerbit Lentera, 
2009), h. 588.  
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hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah 
terjadi pada masa Rasulullah Saw., di mana tiga orang sahabat yang terkenal 
sebagai petani pada masa Rasul meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil 
yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan 




Melalui sistem muzara’ah atau sistem bagi hasil kedua belah pihak 
memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan ta’awwun atau 
saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh 
keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). 
Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena 
kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. 
Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk 
menggarapnya. 
Di dalam fiqih Islam terkenal tiga istilah untuk membicarakan hal 
pembagian hasil suatu kebun yang digarap atau diurus dua orang atau lebih, 
sedang salah satunya merupakan pemilik kebun (tanah). Istilah pertama adalah 
musaqah, kedua adalah muzara’ah dan ketiga adalah mukhabarah.14 
Uraian singkat tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pengelolaan 
kebun adalah musaqah, muzara’ah dan mukhabarah. Adapun musaqqah adalah 
seorang pemilik kebun menyerahkan pengurusan kebunnya pada seorang tukang 
kebun atau petani dan bagi hasil.
15
 Adapun muzara’ah adalah semacam musaqqah 
                                                                        
13
 Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam terjemah Doktrin Ekonomi Islam, h. 
270.  
14
 Hasbullah Bakry, Pedoman Islam Indonesia (Cet. V; Jakarta: UI-Press, 1990), h. 284 – 
285.  
15
 Hasbullah Bakry, Pedoman Islam Indonesia , h. 284.    
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tetapi benih maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan tanaman itu kepunyaan 
penggarap satu-satunya dari pemilik adalah tanah (kebun)nya.
16
 Sedangkan 
mukhabarah adalah semacam muzara’ah tetapi benih diusahakan oleh sipemilik 
tanah, sedang penggarap hanya garapannya saja.
17
 
Jika dianalisa bentuk ketiga pengolahan tanah di atas, tergambar bahwa 
bentuk dan jenis sistem bagi hasilpun mengikuti ketiga bentuk pengolahan tanah 
tersebut. Sebagai contoh, misalnya pengolahan tanah (kebun) menerapkan sistem 
musaqah di mana pemilik tanah (kebun) bekerja sama segala-galanya dengan 
penggarap. Artinya bahwa segala hal yang berkenaan pengurusan kebun, baik 
benih, pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap, 
maka jenis bagi hasil ini termasuk bentuk fifty – fifty (satu-satu) atau bagi dua 
antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun. 
 Bentuk kedua, yakni sistem muzara’ah, di mana benih yang ditanam serta 
keperluan lainnya berupa pupuk dan lainnya itu ditanggung penggarap, dan bagi 
pemilik kebun hanya menanggung lahan (kebunnya), maka hasil produksinya 
harus dibagi separoh misalnya (sepertiga) 
1
/3 untuk pemilik kebun dan 
(duapertiga) 
2
/3 untuk penggarap kebun. Dan ketiga adalah bentuk mukhabarah, 
yakni kebalikan dengan sistem muzara’ah. Bentuk mukhabarah ini segala yang 
berkenan dengan kebun dan benihnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik tanah 
dan petani penggarapnya hanya menggarap saja. Maka jenis dan bentuk bagi 
hasilnyapun hendaknya berbalik, yakni penggarap dapat sepertiga (
1
/3) dan 
pemilik kebun mendapat bagian dua pertiga (
2
/3), dan ketiga bentuk dan jenis bagi 
hasil itupun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni penggarap 
dan pemilik kebun.  
                                                                        
16
 Hasbullah Bakry, Pedoman Islam Indonesia,  h. 285.  
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Untuk situasi umat Islam sepanjang masa dapat ditiru kebolehan 
persetujuan tersebut mengingat terdapatnya pemilik lahan atau kebun yang tidak 
punya waktu untuk menggarap kebun atau ladangnya, sebaliknya dipihak lain ada 
orang yang punya kesempatan luang dan kemampuan untuk mengolah lahan atau 
ladang tetapi tidak memiliki ladang atau lahan untuk digarapnya. Yang penting 
bagi keduanya adalah adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya. Hal ini 
sangat penting agar kedua belah pihak dapat meminimalisir terjadinya 
persengketaan setelah tiba masanya pembagian hasil produksi pertanian.  
Pembagian hasil kepada pihak penggarap bervariatif, yakni sesuai dengan 
adat kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada yang setengah, 
sepertiga, atau lebih rendah dari itu. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam 
tiga bentuk dan jenis pengolahan kebun tersebut adalah terjalinnya kesefahaman 
atau kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan atau kebun. 
Hanya saja, Islam menganjurkan agar hasil kesepahaman atau  kesepakatan yang 
telah menjadi perjanjian keduanya hendaknya ditulis agar tidak mudah dilupakan 
atau dihianati. 
Allah berfirman dalam QS AL-Baqarah/2: 282 
 َ َدت اَِذإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي  َْأ َْ ِدتا َُ   َْبَدي ك َ  ِأ ْد َ ْلِاب َْ ِدتا َُ  ْم ُْ َندُْ َب ْ ُدت ْ َُْل َ  ُلُو ُت ُْ اَدْ أ َف د َُم  مدََلأ أَدِلإ  نْي َِدب ُْمتَْنيا
 ْسَخ َْي ك َ  ُهَّبَر َ َّاللَّ ِقََّتُْل َ  ُّقَحْلا ِهُْ َلَع يِذَّلا ِِمل ُْ ْل َ  ْ ُت ْ ََُْلْ ُ َّاللَّ ُه ََّلَع ا َ َُ  َْ ُت ْ َي ُهْنِم   ِهدُْ َلَع يِذدَّلا  َاد َُ   َِْإْ َائُْ َش
 ِهَش اَ ُِهَْشتْسا َ  ِأ َْ ْلِاب ُهُُِّل َ  ِْمل ُْ َْلْ َوُه َّم ُِي  َْأ ُعَُِطت َْي ك َْ َأ َافُ َِ َض َْ َأ اَهُِفَس ُّقَحْلا َْمل  َِْإْ ْم ُْ ِلاَلِر ْنِم ِنْي َُ
 َْرت ْن َّ ِم  َِاَتأَرْما َ  َمُلََرْ ِنُْ َلُلَر َانوُْ َي  َْبَدي ك َ  لاَرد َْ را ا َُها َدِْحإ َر َُ َذُدَتْ ا َُها َدِْحإ َّمَِضت  َْأ ِءا ََه ُّشلا َنِم  َْوَض
 َ دْنِع ُدد َ َْأ ْمد ُْ ِلَذ ِهِدلََلأ أَدِلإ اَردُِ َُ  َْ َأ اَرُِيد َ  ُلوُد ُت ْ َت  َْأ اوَُمب َْت ك َ  اوُعُد اَم اَِذإ ُءا ََه ُّشلا  ِ َداَهد َّشِلل ُُ َود َْأ َ  ِ َّاللَّ 
 َت َكأ  َاَدنُل ْم ُْ ُْ َدلَع َسُْ َدَلْ ْم ُْ َندُْ َب اََهنَُري ُِدت َ َردِضاَح َ َراد َ ِت  َود ُْ َت  َْأ ِكإ اُوبَاتَْرت َكأ َأنَْدأ َ اَِذإ اَ ُِهدَْشأ َ  ادَهُو ُت ْ
 ُقَّتا َ  ْم ُْ ِب َقو ُُْ ُهَِّنَإْ اُولَ َْفت  ِْإ َ   َُِهَش ك َ  َْ ِتا َُ  َّراَُضي ك َ  ُْمت َْ َيَا َت َمُِلَع  ءْيَش َم ُْ ِب ُ َّاللَّ َ  ُ َّاللَّ ُمُْ  َُلَ ُي َ  َ َّاللَّ او 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beirman, apabila kamu bermu’amalah, tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
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Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah bertakwa 
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada 
hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah 
walinya yang mengimplakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 
orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang 
lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi 
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 
kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 
saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah 




Ayat di atas mengindikasikan bahwa dalam urusan mu’amalah diboleh 
melakukan sistem sewa-menyewa
19
, hutang piutang namun harus ditulis dan 
disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. 
Hal ini dimaksudkan agar perjanjian yang telah disepakati itu tidak mudah 
dilupakan, sebab bila seorang lupa, yang lainnya (saksi lain) masih ingat. 
Jika keterangan singkat di atas dijadikan literan atau ukuran untuk menarik 
suatu kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk bagi hasil 
adalah “musaqah (saling memberi bagian), muzara’ah (saling bantu pertanaman), 
dan mukhabarah (saling beritahukan pertumbuhan kebun)” ataupun sistem baru 
lagi yang tidak kontradiktif dengan nilai-nilai mu’amalah. Sedangkan jenis-jenis 
bagi hasilnya adalah fifty – fifty (satu-satu) atau bagi dua antara penggarap dengan 
pemilik tanah atau kebun, sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga bagi 
penggarap lahan karena benih dan lainnya itu ditanggung penggarap dan terakhir 
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sepertiga untuk penggarap lahan dan dua pertiga untuk pemilik lahan, disebabkan 
segalanya ditanggung pemilik sendiri dan penggarap hanya menggarap saja.  
E. Rukun muzara’ah 
1. Aqidain (dua orang yang bertransaksi,) yaitu pemilik tanah dan 
pekerja/penggarap (muzari). 
2. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam muzara’ah, meliputi 
pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing. 
3. Shighah. Muzara’ah dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan 
arti yang dimaksud (Akad).
20
 
F. Syarat-syarat muzara’ah 
Adapun syarat-syarat muzara’ah, menurut jumhur ulama sebagai berikut: 
1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baliq dan 
berakal 
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga 
benih yang akan ditanam itu jelas dan akad menghasilkan. 
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut: 
a. menurut adat dikalangan petani, tanah ini boleh digarap dan menghasilkan. Jika 
tanah ini tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk 
dijadikan tanah garapan, maka akad muzara’ah tidak sah. 
b. Batas-batas tanah itu jelas 
c. Tanah ini diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila 
disyariatkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad 
muzara’ah tidak sah. 
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 Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud, Ensiklopedia FIQH Muamalah Dalam 
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4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:  
a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. 
b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada 
pengkhususan. 
c. Pembagian hasil panen ini ditentukan : setengah, sepertiga, atau seperempat, 
sejak dari awal aka, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan 
penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti 
satu kwintal, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasilm panen jauh 
dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu. 
5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad 
sejak mula, karena akad muzara’ah mengandung makna akad ijarah 
(sewa- menyewa atau upah- mengupah) dengan imbalan sebagai hasil 
panen. Oleh sebab itu, jangka waktu ni biasanya disesuaikan dengan adat 
setempat. Dan untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan al-
muzara’ah, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, 
maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani. 
G. Dasar- dasar Muzara’ah Menurut Para Ulama 
Dasar disayriatkan muzara’ah adalah hadist Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa 
Salla. Ada beberapa hadish shahih mengenai hal ini, di antaranya adalah hadist 
dari Abdullah Ibnu Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: 
Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan 
upah separoh hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman.” (H.R. 
Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasai).” 
Ibnu Qudamah, pengarang Al-Mughni, mengutip pendapat abu ja’far 
Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib Rafhiyallahu ‘anhum, dengan upah separuh 
hasil yang keluar darinya.” Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, 
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Ali, keluarga mereka hinggsa sekarang dengan bagian sepertiga, seperempat. 
Demikian ini tidak ada yang menyangkal sehingga statusnya menjadi ijma sukuti 
(ijma diam, yakni sebagian ulama melakukan sesuatu atau berpendapat sesuatu, 
sedangkan yang lain tidak memberikan komentar apapun). Pendapat ini dikutip 
oleh Ali, Ibnu Mas’ud, Umar ibnu Abdul Aziz, Urwah, Ahmad Ibnu Hanbal, Abu 
Yusuf, Muhammad Ibnu Al- Husain, dan lain sebagainya.
21
 
Imam Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “ Tidak ada 
satu pun di Madinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara muzara’ah 
dengan rasio bagi hasil 1/3 dan 1/4. 
Abu Hanafia tidak sepakat dengan pendapat diatas. Ia menolak muzara’ah 
berdasarkan argumentasinya seniri. Adapun Imam Malik berpendapat 
disyariatkannya muzara’ah berdasarkan hadist Nabi SAW. jika tanah dalam 
muzara’ah didominasi kurma, yakni kurma lebih banyak dari tanaman lainnya, 
seperti jika tanaman lain mencapai sepertiga kurma atau lebih sedikit lagi. 
Imam Syafi’I berpendapat bahwa muzara’ah tidak disyariatkan 
berdasarkan hadist yang bersumber dari Rafi’I Ibnu Khadij. Namun, sebagian 
Khathabi memperbolehkannya. Mereka menyatakan bahwa dibolehkan dan telah 
dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri dan tidak ada seorang pun 
yang membatalkannya. 
H. Zakat Muzara’ah dan Mukhabarah 
Pada perinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang 
mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati 
(jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau 
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keduanya (pemilik sawah/ ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah 
nisab. 
Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam muzara’ah 
yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan 
penggarap hanya menggambil pekerja. Dalam mukhabarah, yang wajib zakat 
adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan 
pemilik tanah seolah- olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari 
keduannya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah senisab, sebelum 
pendapatan dibagi dua.  
Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan 
tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah 
hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian 
pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila bagian salah seorang cukup 
senisab, sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki 
bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib 
zakat. Tetapi Imam Syafi’i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, 
yang oleh karena itu wajib secara bersama- sama menanggung zakatnya bila 




I. Faktor-faktor Terjadinya Bagi Hasil (muzara’ah) 
Allah Swt. menciptakan bumi demi kebaikan semua makhluknya, 
termasuk manusia agar semua manusia dapat menikmati buah dan hasilnya. Allah-
lah yang membentangkan bumi demi kebaikan makhluk ciptaan-Nya, yang di 
dalamnya terdapat beraneka ragam buah-buahan dan pepohonan. Dia-lah yang 
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memberikan rezeki kepada semua makhlukNya. Dia-lah menciptakan tanah untuk 
kepentingan makhlukNya yang bernama manusia demi memperoleh kebutuhan 
hidupnya. 
Ketentuan Al-Qur’an mengenai hak milik tanah dengan tegas 
menguntungkan petani. Menurut Al-Qur’an tanah harus menjadi milik bersama 
dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat.
23
 Sedangkan bagi mereka 
(masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduktifkan tanahnya, 
dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki 
lahan. 
Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 yang dikemukakan 
oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis bahwa : 
Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang 
diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum 
pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” 
berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik 
tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, 
dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.
24
 
Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu 
perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan 
prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan 
proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah 
(lahan/kebun) apapun bentuknya, baik muzara’ah, mukhabarah dan musaqah 
harus dilakukan berdasarkan mukharabah (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan 
kedua belah pihak. 
Timbulnya bagi hasil pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya sistem 
kepemilikan tanah, di mana sebagian orang yang mungkin karena nenek 
moyangnya dahulu telah menjual tanahnya, sehingga tidak ada yang diwariskan 
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kepada anak – cucunya. Peristiwa jual beli tanah inilah yang menyebabkan 
masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama sekali. Sementara 
dipihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidak sukaan nenek 
moyang mereka menjual tanahnya, atau karena dia sendiri yang membeli tanah 
kepada orang lain. 
Selain faktor tersebut, juga faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga 
siapa yang berkuasa itulah merupakan tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah 
(wilayah) kekuasaannya. Sementara terdapat orang-orang di sekitarnya yang tidak 
memiliki sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus 
bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah atau 
penguasa itu. 
Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap 
tanah dan pemilik (bukan penggarap)  serta penggarap (bukan pemilik). Artinya 
bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri, sedangkan 
pemilik (bukan penggarap) adalah dia hanya memiliki lahan tersebut tetapi tidak 
digarap sendiri melainkan menyerahkannya kepada orang lain untuk digarap. 
Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap 
dengan perjanjian bagi hasil.
25
 
Jika paradigma di atas dianalisa, menunjukkan bahwa faktor yang 
menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena 
adanya sistem penguasaan atas tanah di satu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak 
lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak mempunyai lahan memiliki kemampuan 
untuk mengolah lahan, sementara pihak yang memiliki lahan tidak memiliki 
kesanggupan untuk menggarap lahannya, sehingga pemilik lahan memberikan 
lahannya kepada petani penggarap untuk diolah dengan sistem bagi hasi. 
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Yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana dikutip Afzalur Rahman 
dalam bukunya “Economic Doctrines of Islam” dalam edisi Indonesia bahwa: 
 ْعَر ََزَُْلْ َضَْرأ َُهل َْتنا َُ  ْنَم)لاراخ لا لاَر( ُلا َ  َأ اَهَْحن َُِْل َْ َأ اَه 
Artinya: 
“Barangsiapa yang mempunyai tanah, hendaklah mengolahnya sendiri atau 
memberikannya kepada saudaranya dengan cuma-cuma”.26  
 
Dalil di atas, menggambarkan bahwa ajaran-ajaran Islam telah 
menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang dan persaudaraan di antara sesama muslim 
dan hasilnya mereka menemukan bahwa tiada ada pengorbanan yang lebih besar 
selain dari pada pengorbanan demi kepentingan saudara seiman dan sekeyakinan. 
Salah satu pengorbanan terhadap saudara seiman dan sekeyakinan adalah 
memberikan tanah milik kita kepada saudara seiman dan sekeyakinan untuk 
dikelola demi memperoleh hasil yang memuaskan melalui sistem bagi hasil 
berlandaskan pandangan Islam. 
 
J. Berakhirnya Muzara’ah 
Muzara’ah berakhir karena beberapa hal berikut: 
1. Pekerja melarikan diri 
Dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi 
berdasarkan pendapat yang mengatagorikannya sebagai transaksi yang 
boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang 
mengatagorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim 
mempekerjakan orang lain yang menggantikannya. 
2. Pekerja tidak mampu bekerja  
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Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain 
yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia yang 
mempekerjakan pekerja. 
3. Salah satu dari pihak meninggal dunia 
Ini berdasarkan pendapat orang yang mengategorikan nya sebagai 
tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang 
mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau 
walinya yang menggantiakan posisinya. 
4. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan 
kerelaan. 
K. Hikmah Muzara’ah 
Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk 
menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. 
Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak punya 
binatang ternak dan tidak punya binatang ternak dan tidak mampu menggarapnya. 
Kalau dijalin kerja sama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan 
bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya 
dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah 
kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan 




Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan  secara ilmiah, 
maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan 
dalam skripsi nanti, maka penulis akan menempuh metode sebagai berikut: 
Jenis dan lokasi penelitian 
A. Jenis penelitian dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian 
kualitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 
data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti 
adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
1
 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memberikan gambaran situasi dan 
kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat 
yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari perma-salahan yang 
                                       





sedang diteliti. Dalam rangka melihat hubungan saling mempengaruhi yang sangat 




2. Lokasi penelitian ini tepatnya di desa Tanjonga kec. Turatea, kab. Jeneponto. 
B. Metode pendekatan 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan sebagai 
berikut:  
1. Pendekatan sosial dengan mengkaji fakta-fakta dilapangan serta menelaah 
pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti 
sebagai penunjang.  
2. Pendekatan syar’i yaitu pendekatan yang lebih condong kepada penggalian 
hukum-hukum suatu agama, hukum Islam pada khususnya yang berpedoman pada 
alqur’an dan hadis(sunnah Nabi) 
C. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari responden melalui 
wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak secara langsung serta observasi 
langsung yang ditemukan penulis di lapangan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai 
sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah 
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jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi 
atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksankan 
sebelumnya.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data, jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data 
kualitatif. Data yang akan dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang 
didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini 
beberapa sumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya yang relevan). 
Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik: 
1. Library research ( studi kepustakaan)   
Library research ( studi kepustakaan) yakni penelitian ini dengan melakukan 
penelitian kepustakaan yaitu menggunakan dan mengutip buku dan pembahasan yang 
sesuai dengan penulisan ini. Dalam melakukan kutipan atau menggunakan metode 
ini, penulis menggunakan dua jenis kutipan yaitu kutipan langsung dan tidak 
langsung. Kutipan langsung adalah dengan memindahkan seluruh atau sebagian 
pembahasan yang sesuai dengan penulisan tanpa mengubah redaksi kalimat. 
Sedangkan kutipan tidak langsung dengan menngunakan redaksi kalimat yang 
berbeda tetapi memiliki substansi yang sama. 
2. Internet research 
Internet research adalah penelitian menggunakan pemanfaatan teknologi 
internet. Penelitian dengan cara menelusuri berbagai alamat website yang membahas 
berkaitan dengan penelitian dan juga mencari informasi tambahan tentang objek 
penelitian. Segala yang diperoleh di download kemudian dilakukan penyuntingan dan 
dikutip sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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3. Field research 
Field research adalah penelitian lapangan yang bertujuan langsung melakukan 
kontak dengan objek penelitian. Mencari informasi langsung melalui objek penelitian. 
Beberapa teknik field research antara lain: 
4. Observasi  
Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan 
jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna 
mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan 
data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam 
pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar 
observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di 
lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.  
5. Interview atau wawancara 
Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi 
dari responden.
3
Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang 
permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, 
sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan 
oleh informan.
4
 Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah 
bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. 
6. Dokumentasi 
                                       
3
 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 95. Lihat 
juga, Soemitro Romy, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 
h. 71. 
4
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 320.  
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Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekaman, 
kutipan materi dan berbagai bahan reperensi lain yang berada di lokasi penelitian dan 
dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.  
7. Instrumen Penulisan 
Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang di 
gunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan atau  field research yang meliputi 
observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, 
dibutuhkan kamera, alat perekam, dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan 
pulpen. 
E. Metode Pengolahan dan Analisis data 
Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan 
yang valid maka, digunakan teknik pengolahan dan analisis data dengan metode 
kualitatif. Adapun teknis dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu: 
1. Reduksi data (seleksi data) 
 Yang prosesnya akan dilakukan sepanjang penelitian  berlangsung dan 
penulisan laporan. Penulis mengolah data dengan bertolak dari teori untuk 
mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat dilapangan maupun 
yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan 
disesuaikan dangan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.  
2. Sajian data 
Dengan berusaha menampilkan data yang akan dikumpulkan. Dalam 
penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan 
33 
 
penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara 
spesifik. 
3. Penarikan kesimpulan 
Dalam hal ini penulis akan menarik kesimpulan dan memverifikasinya. 
Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 
verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan 
berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-
kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian 
berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan 
sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. 
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BAB  IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Selayang Pandang Lokasi Penelitian 
Kecematan Turatea merupakan salah satu dari 11 Kecamatan di Kabupaten 
Jeneponto dengan luas wilayah 53,76 km
2
 yang berbatasan dengan Kecamatan Kelara 
sebelah utara, Kecamatan Batang di sebalah timur, Kecamatan Bontoramba di 
sebalah barat, dan Kecemtan Binamu sebelah selatan. 
Sebanyak 11 Desa/Kelurahan di Kecamatan Turatea merupakan bukan daerah 
pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang sama. Tingkat 
klasifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Turatea tahun 2008 terdiri dari 7 
desa/kelurahan dengan klasifikasi Swakarya dan 4 desa/kelurahan lainnya tergolong 
Swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi desa/kelurahan yang termasuk 
Swadaya. 
Menurut jaraknya, maka letak masing-masing Desa/Kelurahan ke ibukota 
Kecamatan dan ibukota Kabupaten sangat bervariasi jarak Desa/Kelurahan ke ibukota 
Kecamatan maupun ibikota Kabupaten berkisar 1-17 km. Untuk jarak terjauh adalah 




B. Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Lokasi penelitian ini dikenal dengan nama Desa Tanjonga salah satu lokasi ini 
berada di bawah wilayah Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.  
                                       
1
 Data Diperoleh Dari Kantor Kecematan Turatea 
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Berdasarkan letak geografisnya, maka daerah ini (lokasi penelitian) sebagian 
besar wilayahnya berada di atas area dataran tinggi di samping sebagian pula 
wilayahnya berada di dataran rendah.Berdasarkan letak wilayah Desa Tanjonga ini, 
menunjukkan Tanjonga merupakan salah satu Desa yang memiliki produksi pertanian 
yang cukup baik, terutama dari hasil tanaman jagung, padi, dan sayur-mayur. Ini 
disebabkan karena wilayah Desa ini umumnya daratan tinggi (bersuhu dingin).  
Wilayah Desa Tanjonga diapit beberapa Desa yang meliputi: 
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parasangang Beru 
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bululoe 
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jombe 
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mangepong 
Jika dianalisis letak geografis Desa Tanjonga di atas, menunjukkan bahwa 
Desa Tanjonga ini memiliki Desa tetangga dan eksistensi keduanya yang cukup besar 
bagi perkembangan bangsa. Di samping itu, para warganya pun hidup damai 
berdampingan, sehingga kehidupan sosial bermasyarakat senantiasa berada pada 
kondisi yang aman dan sejahtera. 
Desa Tanjonga memiliki  lima (5) dusun masing-masing dusun Panaikang, 
dusun Bungung Tongko, dusun Kayu Kebo, dusun Sunggu Manai dan, dusun 
Tanjonga dengan penduduk yang terbesar ada pada dusun Tanjonga yakni berkisar 
pada 347 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah dusun Sunggu Manai 
yakni berkisar pada 205 jiwa. Adapun persebaran penduduk Desa Tanjonga ke dalam 





Penduduk Tiap Dusun di Desa Tanjonga Kecamtan. Turatea Kabupaten. 
Jeneponto Tahun 2013 
No. Nama Dusun Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah 







Dusun Sunggu Manai 
Dusun Kayu Kebo 

















 Jumlah   420    753 1173 
Sumber Data: Diolah dari Kantor Desa Tanjonga 
C.  Agama dan Sosial Kehidupan  
Masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang majemuk terdiri empat 
suku bangsa utama, yaitu suku bangsa Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Tiap 
suku bangsa tersebut mempunyai latar belakang sosial budaya dan wilayah 
penyebaran masing-masing yang unik dan spesifik. 
Suku bangsa Makassar sejak lama menata dasar-dasar kehidupan sosial 
budaya dalam berbagai satuan pemukiman yang menyebar di sepanjang pesisir pantai 
selat Makassar, mulai dari daerah Maros sampai ke Ujung Pandang (kini Makassar), 
Gowa, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng. Pada zaman yang lampau masyarakat 
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Jeneponto pada umumnya, khususnya di Desa Tanjonga telah menata tempat tinggal 
mereka di atas rumah-rumah berbentuk panggung.
 2 
Sebagai suatu komunitas, masyarakat hidup dalam kebersamaan menjadi 
kodrat baginya untuk hidup dengan membutuhkan manusia lain. Ia tidak dapat hidup 
tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat perlu untuk 
disosialisasikan sistem kehidupan sosial. Manusia adalah “makhluk sosial, yaitu 
makhluk yang selalu membutuhkan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari”.3 Oleh 
karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia harus selalu berhubungan dengan 
manusia lainnya, hubungan manusia dengan kelompok, sehingga tercipta interaksi 
sosial.  
Umumnya masyarakat di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten 
Jeneponto adalah penganut agama Islam yang taat. Masyarakat Desa Tanjonga 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat 
sifat-sifat keislamannya, mereka rajin sembahyang dan berpuasa di bulan Ramadhan. 
Mereka benar-benar patuh kepada ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh tokoh-
tokoh agama. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari data dokumentasi, terdapat beberapa 




                                       
2
 Syamsul Bahri,  dalam “Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan 
(Ujung Pandang: Dirjen Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1996/1997), h. 123.  
3
 Sarlito Wirawan Sawono, Pengantar Umum Psikologi (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 
1982), h.  95. 
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TABEL 2 
Sarana Ibadah di Desa Tanjonga Kecematan Turatea Kabupaten Jeneponto 
dalam Setiap Dusun 
No Dusun Sarana Ibadah Yang Ada Jumlah 







Dusun Sunggu Manai 
Dusun Kayu Kebo 












 Jumlah 5 5 
Sumber Data: Kantor Kelurahan Desa Tanjonga 
D. Jenis-jenis Bagi Hasil di Desa Tanjonga 
Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain 
pada dasarnya bermula pada zaman Nabi hingga zaman Khilafah Rausyidin proses 
penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian 
masyarakat muslim, terutama di tengah-tengah masyarakat muslim yang bermukim di 
Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Sifat dan sistem 
pengolahan lahan seperti yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman 
Rasulullah Saw. sudah barang tentu sejalan dengan prinsip dasar Islam. Hal ini 
disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan 
pengelolah dan yang punya lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya 
memberikan keuntungan sepihak. 
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Sistem bagi hasil seperti itu, tampaknya telah dipraktekkan pula oleh sebagian 
masyarakat muslim di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
Menurut Arifuddin Jafar mengatakan bahwa, 
“sistem bagi hasil yang diterapkan oleh sebagian masyarakat petani di Tanjonga 
ini mirip (kalau tidak dikatakan sama) dengan sistem kerjasama pada zaman 
Nabi atau sahabat, yaitu pemilik tanah dan petani diibaratkan dua orang yang 
berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga 
timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang melampaui batas 
yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap mitranya. Hal ini disebabkan 
karena adanya perjanjian yang mengikat di antara keduanya untuk bekerja sama 
menjalankan usaha (kegiatan) pertanian.
4
 
Proses pembagian hasil pertanian sebagai hasil garapan yang dilakukan oleh 
petani penggarap (bukan pemilik lahan) khususnya di Desa Tanjonga dilakukan 
dengan beberapa jenis. Menurut Japa Dg.Nompo mengemukakan,  
“hasil pertanian atau hasil produksi dilakukan sistem pembagian ½ (setengah), 
1
/3 (sepertiga) dan ¼ (seperempat) berdasarkan kesepakatan kedua belaha pihak 
dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi”.5  
Adapun yang dimaksud dengan ½ (seperdua) adalah pembagiannya dilakukan 
dengan cara bagi hasil, yakni ½ (seperdua) untuk petani penggarap dan 
2
/3 (dua 
pertiga)  untuk pemilik lahan. Sedangkan sistem bagi hasil yang menerapkan 
pembagian 
1
/3 (sepertiga) proses pembagiannya mengacu pada 
1
/3 (sepertiga) untuk 
petani pengelola dan 
2
/3  (dua pertiga) untuk pemilik lahan. Kesemua sistem 
pembagian hasil produksi di atas, telah disepakati oleh semua pihak baik penggarap 
maupun sipemilik lahan.  
Biaya yang dibutuhkan dalam pengolahan kebun yang diolah atau digarap 
petani bergantung pada kesepakatan kedua pihak dengan mengikuti sistem 
                                       
4
 Arifuddin Jafar, pemilik lahan, Wawancara di Dusun Tanjonga Desa Tanjonga Kecamatan 
Turatea Kabupaten Jeneponto, 18 Juni 2014. 
5
 Japa Dg.Nompo, petani penggarap, Wawancara di Dusun Tanjonga Desa Tanjonga 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, 19 Juni 2014.  
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pembagian hasil produksi pertanian. Sebagaimana diungkapkan oleh Arifuddin Jafar 
mengatakan bahwa,  
“jika sistem pembagian hasil dilakukan ½ (seperdua), maka biaya yang 
digunakan dalam pengolahan tanah ditanggung pemilik tanah. Hasil 
produksinya dibagi  setelah dikeluarkan total biaya yang telah digunakan 
selama proses kerja berlangsung. Di samping ketiga sistem pembagian hasil 
tersebut, ada juga sistem lain yang kerap diterapkan oleh masyarakat Sulawesi 
Selatan pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Jeneponto yang meliputi 
Desa Tanjonga yakni sistem “tesang”. 6  
Sistem ini diterapkan oleh pemilik lahan kepada pengelola lahan (petani 
penggarap). Misalnya si A memberikan lahannya kepada si B untuk digarap 
kemudian hasilnya dibagi bersama karena  biayanya sementara si A sendiri tidak 
punya biaya untuk lahannya itu. Kemudian menghubungi si B untuk meminjam dana 
dengan perjanjian selama dana yang diambil dari si B belum dibayar sejumlah yang 
dipinjam, maka si B tetap diberikan hasil bumi sebanyak ½ dari hasil produksi yang 
dihasilkan lahan tersebut. Sistem ini berakhir setelah si A mengembalikan dana si B 
yang telah dipinjam.Sedangkan menurut Jafa Dg. Nompo mengatakankan bahwa, 
“jenis sistem bagi hasil yang juga sering diterapkan oleh para petani di 
Tanjonga ini adalah sistem penggadaian (sistem pembelian dengan jangka 
waktu tertentu), misalnya si A punya lahan kosong yang senantiasa berproduksi 
dan suatu ketika si A membutuhkan dana yang cukup besar, maka si A 
menggadaikan lahan kosong itu kepada kerabatnya si B dengan ketentuan 
(perjanjian) satu atau dua tahun. Si A tidak berhak mengambil hasil selama 
tenggang waktu satu atau dua tahun. Oleh karena itu, hasil produksi selama 
pinjaman belum lunas dinikmati oleh si B (yang punya dana)”.7 
Apabila dikemudian hari yakni telah tiba waktu pengembalian dana satu atau 
dua tahun dan ternyata si A belum sanggup membayar pengambilannya, maka dengan 
cara bijaksana kedua belah pihak dapat bermusyawarah untuk melanjutkan atau 
                                       
6
 Arifuddin Jafar, pemilik lahan, Wawancara di Dusun Tanjonga Desa Tanjonga Kecamatan 
Turatea Kabupaten Jeneponto, 18 Juni 2014.   
7
 Japa Dg.Nompo, Pemilik Lahan, Wawancara  di Dusun Tanjonga Desa Tanjonga 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, 19 Juni 2014.   
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memperpanjang kontraknya dan hal ini dapat dilakukan hingga tiga kali 
perpanjangan. Tetapi jika telah sampai tiga kali perpanjangan, pun si A tetap tidak 
sanggup mengembalikan pinjamannya, maka lahan tersebut dimiliki mutlak oleh 
pemodal (si B).  
Proses kerja sama yang sedang dipraktekkan para petani penggarap dan 
pemilik lahan serta sistem kontrak atau penggadaian sebagaimana yang dikemukakan 
di atas, memberikan suatu kontribusi atas perkembangan ekonomi masyarakat petani 
di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan salah satu 
hadis Rasulullah Saw. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang 
dikutip oleh Afzalur Rahman sebagai berikut: 
 اًمْوُلْعَم اًئْيَش ُذُخ َْأي ْنَأ ْنِم ُهَلٌر ْ يَخ ُهاَخَأ ْمُك ُدَحَأ َحَنَْمي ْنَأ ىََبأ ْنَِإف)ىراخبلا هاور(  
Artinya :  
“Apabila tanah tersebut tidak akan kau berikan kepada saudaramu dengan 
cuma-cuma atau membiarkan terbengkalai (tidak terolah), lebih baik kamu 
menyerahkannya untuk diolah yang ditukar dengan sewa tetap (bagi hasil).
8
 
 Pemberian tanah berdasarkan persewaan dengan sistem bagi hasil merupakan 
salah satu amal shaleh. Alternatif ini merupakan salah satu pilihan yang dianggap 
tepat untuk secara tidak langsung membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan 
keluarganya sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup kedua belah pihak, daripada 
tanah milik itu terbengkalai begitu saja.     
Bertolak dari kutipan hadis tersebut penulis memandang bahwa proses bagi 
hasil atas produksi hasil pertanian yang kini sedang dan tengah dilakukan oleh 
masyarakat petani di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 
menunjukkan adanya relevansi yang signifikan. Artinya bahwa sistem bagi hasil bagi 
                                       
8
 Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, terjemah Doktrin Ekonomi Islam,  h. 268.   
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petani di Desa Tanjonga setidaknya dapat dikatakan memiliki landasan atau dasar 
operasional berdasarkan konteks hadis di atas.  
Dalam kerangka peningkatan atau pembagian ekonomi secara merata antara 
masyarakat muslim diharapkan tumbuhnya sistem gotong royong atau tolong 
menolong dan kerjasama dalam berbagai hal yang positif termasuk sistem pertanian 
dengan sistem bagi hasil. Proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya 
adalah menyewakan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem bagi hasil. 
Hal ini adalah lebih baik dari pada lahan tidak terolah atau tidak menghasilkan sama 
sekali. 
E. Hukum Islam dan Praktek Bagi Hasil di Desa Tanjonga 
Dalam fiqh Islam terkenal tiga istilah dalam proses pengurusan lahan. Untuk 
membicarakan hal pembagian hasil suatu lahan yang digarap atau diurus oleh dua 
orang atau lebih, sedang salah satu pihak merupakan pemilik lahan tersebut. Istilah 
pertama adalah sistem musaqah yakni seorang pemilik lahan menyerahkan 
pengurusan lahannya pada seorang petani. Kemudian hasilnya nanti dibagi dua, 
sebagian untuk pemilik lahan dan sebagiannya lagi untuk penggarap lahan 
bersangkutan. 
Pemberian kebun atau lahan terhadap orang lain seperti yang dipraktekkan 
oleh masyarakat di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 
merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antar masyarakat, 
menimbulkan rasa solidaritas antar sesama warga, dan menumbuh suburkan sifat 
tolong- menolong di kalangan masyarakat muslim Tanjonga, walaupun pemberian 
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lahan atau kebun tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan dengan sistem 
kerjasama dengan bagi hasil. 
Dalam salah satu hadis Rasulullah Saw. sebagaimana dikemukakan oleh 
Afzalur Rahman disebutkan bahwa: 
 اًمْوُلْعَم اًئْيَش ُذُخ َْأي ْنَأ ْنِم ُهَلٌر ْ يَخ ُهاَخَأ ْمُك ُدَحَأ َحَنَْمي ْنَأ ىََبأ ْنَِإف)ىراخبلا هاور(  
Artinya :  
“Apabila tanah tersebut tidak akan kau berikan kepada saudaramu dengan 
cuma-cuma atau membiarkan terbengkalai (tidak terolah), lebih baik kamu 
menyerahkannya untuk diolah yang ditukar dengan sewa tetap (bagi hasil).
9
  
Pembagian hasil seperti itu selain diungkapkan dalam hadis di atas, juga 
terdapat salah satu hadis Nabi yang artinya “Rasulullah Saw telah memberikan kebun 
beliau kepada penduduk Khaibar, agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, 
kepada mereka diberikan sebagian dari hasil kebun tersebut atau sayur-mayur”.10 
Hadis ini memberikan kebolehan persetujuan mengingat ada pemilik kebun yang 
tidak punya waktu untuk menggarap kebun atau ladangnya, sedangkan sebaliknya ada 
pekerja yang cukup waktu luang untuk mengurus sebuah kebun tetapi ia tidak 
mempunyai kebun atau lahan.  
Sistem kerjasama bagi hasil hendaknya dilakukan dengan cara mengadakan 
permufakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak yakni pihak pemilik kebun 
dan pihak pengelola. Hal ini sangat penting dilakukan dalam kerangka menghindari 
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak yakni pertikaian atau 
perselisihan, walaupun perjanjian itu berupa lisan dan dianjurkan perjanjiannya itu 
tertulis.  
                                       
9
 Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam,terjemah Doktrin Ekonomi Islam, h. 268.   
10
 Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia , h. 284.  
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Salah satu batu sandungan tidak dibolehkannya sistem kerjasama bagi hasil 
adalah menghindari terjadinya perselisihan, sehingga perpecahan di antara kaum 
muslimin dapat pecah. Karena pertimbangan itulah, sehingga “semua bentuk sistem 
bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat 
atau mengganggu pihak tertentu dinyatakan tidak sah”.11  
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya sistem bagi hasil 
pertanian ini adalah karena terdapat di kalangan masyarakat seorang yang memiliki 
lahan perkebunan, tetapi ia tidak sanggup menggarap atau mengolahnya, sehingga 
kebun atau lahannya tidak terurus. Sebaliknya, terdapat pula orang yang sanggup dan 
punya waktu luang untuk menggarap tanah, tetapi ia tidak mempunyai tanah atau 
lahan. Langkah ini “tidak ditemukan adanya peraturan dalam syari’ah yang melarang 
setiap orang untuk menanamkan modal berupa dana ataupun tenaga secara patungan 
untuk memulai satu kerjasama bagi hasil pertanian”,12 kecuali jika kegiatan itu 
menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. 
Salah satu illustrasi yang digambarkan oleh Rasulullah Saw. menunjukkan 
bahwa dahulu di zaman nabi ada tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada 
masa Rasul, yakni Rafi’i bin Khadij, Jabir bin Abdullah dan Thabat bin Zahhak 
meriwayatkan bahwasanya nabi melarang bentuk-bentuk persewaan yang dzalim.
13
 
Apabila sudah menyerahkan kebun atau lahannya kepada seorang petani penggarap 
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untuk ditanaminya, dan pemilik kebun atau lahan itu menetapkan bagian yang jelas 
diketahui dari hasil kebun atau lahan, maka cara semacam itu tidak dibolehkan.  
Secara syar’i praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani beserta 
para pemilik kebun atau lahan di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten 
Jeneponto tampaknya relevan dengan syari’at Islam. Di mana Islam mensyari’atkan 
dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, karena terkadang ada 
manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Sementara ada pula orang lain yang mempunyai harta banyak sehingga sebagian dari 
hartanya itu tidak mampu diurusnya. Misalnya berupa kebun atau lahan yang sudah 
tidak terurus. Dari pada tidak berproduksi akan lebih baik jika lahan tersebut 
diberikan orang lain mengurusnya dengan jaminan atau perjanjian bagi hasil. 
Menurut Syamsumardi bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di sini adalah,  
sistem bagi hasil secara koperasi, artinya bahwa antara pemilik lahan atau 
kebun dan petani penggarap menetapkan pembagian berdasarkan untung-rugi, 
yakni pembagiannya tidak jelas (nyata) melainkan bergantung pada hasil panen 
dari lahan atau kebun setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan 
selama proses pengurusannya, jadi kedua belah pihak sama-sama saling 
mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka 
keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka 
keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil.
14
 
Namun bagi hasil yang dimaksudkan di sini adalah hasil produksi dari tanah 
atau lahan yang diurus oleh petani penggarap itu. Oleh karenanya pemilik tanah atau 
lahan hendaknya tidak menetapkan secara jelas bagian yang akan diambilnya kelak, 
sebab petani terkadang gagal panen. Penetapan jelas yang dimaksud adalah antara 
lain, menetapkan angka pasti 30 harus diterimanya, tetapi karena gagal panen maka 
hasil panennya hanya berkisar 15 karung, sementara si pemilik tidak mau tahu 
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kegagalan panen itu. Oleh karenanya, petani penggarap itulah yang harus menutupi 
kekurangan panen itu. 
Penetapan sistem bagi hasil secara jelas sebagaimana dikemukakan di atas, 
jelas dapat menimbulkan perselisihan dan dapat merugikan orang lain yakni petani 
penggarap. Oleh karena itu, sistem bagi hasil yang disertai dengan pembagian secara 
jelas sama sekali tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman nabi, dan 
karenanya dapat dikatakan bertentangan dengan syari’at Islam. 
Dengan demikian, sistem bagi hasil oleh masyarakat muslim di Desa 
Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, dapat dikatakan sesuai dengan 
bagi hasil yang pernah dipraktekkan umat Islam pada zaman nabi dan sahabat. Hal ini 
terjadi karena adanya kesadaran mereka akan terciptanya suasana yang aman, 
sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan 
nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengelolahan tanah atau lahan  dengan 
sistem bagi hasil.  
F. Penerapan Bagi Hasil Menurut Syari’at Islam di Desa Tanjonga  
Islam adalah agama, pedoman bagi seluruh umat manusia, universal, meliputi 
seluruh aspek kehidupan sesuai untuk segala zaman dan tempat.  Di samping itu, 
agama juga mengajak kepada kesempurnaan hidup lahir dan batin, bahagia hidup di 
dunia dan akhirat. Umat muslim sebagai khalifah di bumi ini wajib mengamalkan 
ajaran Islam dalam tingkah laku konkrit, nyata yakni amalan shalih ke dalam berbagai 
sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi.  
Semua sub sektor ekonomi misalnya pemasaran dan  konsumsi, produksi, 
industri dan jasa, termasuk pula produksi pertanian harus berpedoman pada asas dan 
peraturan Alqur’an dan hadis. Begitu pula kelembagaan ekonominya dan pelaku 
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ekonominya termasuk dalam hal ini pemilik tanah dan petani penggarap harus 
bertolak dari nilai-nilai Islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat. Oleh 
karena itu, penerapan sistem bagi hasil dalam sistem pertanian (pengolahan kebun) 
harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada 
asas Islami. 
Implementasi dan pelaksanaan sistem bagi hasil sebagaimana yang 
dipraktekkan oleh masyarakat muslim di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto, merupakan sistem bagi hasil yang memungkinkan terhindar 
dari terjadinya perselisihan. Hal itu disebabkan karena sebelum terjadi kerjasama 
terlebih dahulu mereka mengadakan perjanjian di antara keduanya, hanya saja karena 
perjanjian tersebut sebagian dari mereka ada yang masih bersifat lisan dan ada pula 
yang  sudah tertulis.  
Bagi mereka yang perjanjiannya bersifat lisan, menurut Pionjong dilakukan atas 
saling kepercayaan antara satu sama lain.
15
  
Terjadinya perselisihan pada kegiatan pertanian khususnya bagi petani 
penggarap dan pemilik kebun, pada umumnya disebabkan atas adanya tidak percaya 
pada petani penggarap terutama berkenaan dengan biaya yang dibutuhkan dalam 
pengurusan lahan serta hasil produksi yang diperoleh dalam setiap kali panen 
sehingga timbul kecurigaan pada diri petani penggarap. 
Argumentasi di atas menunjukkan betapa pentingnya rasa saling percaya 
mempercayai antara petani penggarap dan pemilik lahan atau kebun. Salah satu cara 
untuk menciptakan terjadinya saling kepercayaan adalah membu at perjanjian 
(sebaiknya tertulis) disertai dengan saksi-saksi dengan mengikut sertakan sistem 
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pembagian hasil produksi. Praktek pembagian hasil produksi pertanian ini, telah lama 
dipraktekkan oleh masyarakat muslim di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto.  
Para pemilik lahan atau kebun yang mempekerjakan orang lain (petani 
penggarap) menurut Baharuddin pemilik lahan ketika dikonfirmasi penulis di 
Dusun Tanjonga bahwa “rata-rata mereka menerapkan sistem bagi hasil yakni 
sepertiga untuk pemilik dan dua pertiga untuk petani penggarap”.16 Demikian 
pula di Dusun Tanjonga, menurut Ganing ketika dikonfirmasi penulis 
mengemukakan bahwa “saya sebagai petani penggarap senang atas sistem bagi 
hasil yang diterapkan oleh pemilik lahan atau kebun yang saya garap, yakni 
sepertiga untuk pemilik dan dua pertiga untuk penggarap.
17
 
Bentuk penerapan sistem bagi dalam syari’at Islam secara jelas dan nyata 
tidak ditemukan.  
Sebagaimana Chairuman Pasaribu dan  Suhrawardi K. Lubis mengemukakan 
bahwa “menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil dalam 
ketentuan syari’at Islam tidak ditemukan petunjuk yang jelas”.18   
Pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang 
dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari itu ataupun lebih rendah dari 
kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah), sebagaimana yang 
diterapkan oleh para pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap di Desa 
Tanjonga selama perjanjian dan kerjasama mereka tidak menimbulkan perselisihan di 
antara keduanya maka penulis cenderung memandang bahwa hal itu sejalan dengan 
syari’at Islam.   
Sistem bagi hasil jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan 
mereka, yakni pemilik lahan atau kebun maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya 
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selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah 
kepada orang lain juga menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan 
mempererat jalinan ukhuwah di antara mereka. 
Dalam ajaran Alqur’an upaya menafkahkan sebagian harta kepada orang lain, 
tidak ditentukan bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, memberikan lahan atau kebun 
kepada orang lain diolah dan digarap dalam hemat penulis juga termasuk salah 
bentuk menafkahkan harta kepada orang lain. Salah satu dalil yang menunjang 
tentang tidak adanya bentuk yang jelas atas membelanjakan sebagian harta. 
Allah berfirman dalam QS Ali Imran /3 : 92. 
 َنوُّبِحُت ا َّمِم اوُقِفْن ُت ىَّتَح َّرِبْلا اوُلاَن َت ْنَل 
Terjemahnya:   
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 





Di ayat lain disebutkan bahwa Allah  berfirman dalam QS Al’ Baqarah/2: 148. 
 
 ِتاَر ْ يَخلاْاوُقِبَتْصَاف 
Terjemahnya:  
“maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan”.20 
Bertolak dari kedua firman Allah di atas, menggambarkan kepada kita bahwa 
salah satu cara untuk menafkahkan sebagian harta sekaligus berlomba dalam mencari 
keridhaan dan kebaikan adalah mempekerjakan orang lain, termasuk dalam 
pengolahan lahan atau kebun. Sebab bagi mereka bekerja sebagai bertani walaupun 
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lahannya milik orang lain, merupakan suatu pekerjaan mulia. Dan berkebun jauh 
lebih baik dari pada mencuri atau meminta-minta seperti yang terjadi di kota-kota.  
Dari keterangan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa penerapan 
sistem bagi hasil yang diterapkan oleh para pemilik lahan terhadap petani penggarap 
di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto seperti sepertiga untuk 
pemilik lahan atau tanah dan dua pertiga untuk penggarap, atau sebaliknya sepertiga 
untuk penggarap dan dua pertiga untuk pemilik lahan atau tanah.Persetujuan ini 
mereka terapkan sesuai dengan persepakatannya pula.  Menurut R.Dg. Ropong selaku 
pemilik kebun mengatakan, 
 “jikalau seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses pengolahan kebun 
ditanggung oleh pemilik kebun, maka pembagian dilakukan dua pertiga untuk 
pemilik lahan dan sepertiga untuk penggarap, tetapi sebaliknya jika seluruh 
biaya pengurusan lahan ditanggung oleh petani penggarap maka pembagian 
hasil produksinya dua pertiga untuk petani penggarap dan sepertiga untuk 
pemilik lahan”.21 
Dari keterangan informan di atas menunjukkan bahwa bentuk pengolahan 
semacam itu merupakan suatu cara menumbuhkan kebajikan dan rasa simpati di hati 
manusia. Kenyataan diakui bahwa tindakan yang paling baik yaitu dengan murah hati 
dan penuh kedermawanan memberikan kelebihan tanah yang dimilikinya untuk 
digarap orang lain. Dengan demikian, sistem bagi hasil di Desa Tanjonga Kecamatan 
Turatea Kabupaten Jeneponto, sebagaimana yang dipraktekkan selama ini dapat 
dikategorikan sebagai suatu sistem yang dapat menguntungkan satu sama lainnya. 
Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, lebih mengutamakan 
kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, mengorbankan sesuatu yang 
paling dicintai seseorang bahkan sesuatu yang paling mahal sekalipun sebagai wujud 
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perbuatan atau amal dan memperluas tali silaturrahmi. Singkatnya, sikap semacam itu 
tumbuh di kalangan masyarakat sehingga mereka senantiasa bersedia melakukan 
kebaikan-kebaikan bahkan mungkin berkorban untuk orang lain jika dibutuhkan.  
Jadi sistem bagi hasil yang merupakan suatu jenis perjanjian dimana petani 
menerima tanah berdasarkan sistem bagi hasil, pemilik tanah membayarnya sebagai 
upah atas kerjanya berupa hasil produksi. Demikian pula petani membayar sewa 
kepada pemilik tanah dalam bentuk hasil produksi. Jika terkandung nilai kebajikan 
dan kedermawanan dibalik perjanjian ini dan tidak semata-mata  hanya berharap 
menerima behagian atas tanahnya atau tenaga yang dikeluarkannya, maka penulis 
melihatnya sebagai bentuk kerjasama, persaudaraan dan persahabatan yang paling 
baik. Akan tetapi jika sebaliknya, semangat seperti itu kurang atau lemah serta petani  
yang tidak berdaya menjadi alat penindasan dan eksloitasi dari pemilik tanah, atau 
adanya ketakutan terhadap ketidakjujuran berbagai pihak atau terdapat kemungkinan 
perselisihan-perselisihan di antara mereka, maka bentuk semacam inilah yang sangat 
dilarang oleh syari’at Islam. 
Namun demikian, sistem seperti itu yakni yang dapat menimbulkan 
penindasan dan eksploitasi, kebohongan dan ketidakjujuran antara petani penggarap 
dan pemilik tanah di Desa Tanjonga, hingga kini belum pernah terdengar terjadi di 
kalangan masyarakat pemilik tanah dan petani penggarap. Oleh karena itu, dalam 
hemat penulis penerapan sistem bagi hasil di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto sejalan dengan syari’at Islam.      
G. Dampak Bagi Hasil pada Aspek Ekonomi Petani Penggarap Di Desa Tanjonga 
Meskipun produksi pertanian dalam zaman modern ini telah beralih menjadi 
satu industri. Masih terdapat sejumlah literatur hukum tentang prinsip-prinsip dan 
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hukum kemitraan usaha dan hubungan kerjasa sama, dalam pembagian hasil 
pertanian, antara pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap dalam perusahaan-
perusahaan pertanian. Sistem bagi hasil antara kedua belah pihak yakni pemilik 
kebun dan petani penggarap yang di dalamnya terdapat perjanjian bagi hasil secara 
adil menurut kesepakatan bersama antara petani penggarap dan pemilik kebun.  
Apabila seorang pemilik lahan bekerja sama dengan orang lain atau bekerja 
sama dengan seorang mitra usaha pekerja yakni petani penggarap, maka 
hendaknyalah didahului perjanjian yang dengan perjanjian itu keduanya dapat 
terhindar dari perselisihan. Hal ini sangat urgen dilakukan oleh pihak pengelola lahan 
dan pemilik lahan demi menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi. 
Pada dasarnya, petani penggarap dalam mengelola lahan orang lain 
disebabkan dua hal, yakni pertama memiliki lahan tetapi belum mencukupi kebutuhan 
hidup keluarganya dan kedua adalah karena memang tidak memiliki lahan dan tidak 
memiliki lapangan pekerjaan lain (keterampilan) selain bertani. Oleh karenanya, 
mereka inilah mengadakan negosiasi dengan tentangganya yang memiliki kelebihan 
lahan atau mereka yang memiliki lahan tetapi tidak terolah, lalu kemudian diolahnya 
dengan sistem bagi hasil. 
Aktivitas pertanian mereka lakukan dalam rangka meningkatkan 
perekonomian keluarganya. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki lahan sama 
sekali, tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup keluarga tetapi memenuhi kebutuhan 
keluarga. Sebagai hamba yang lahir tanpa bekal apa-apa kecuali akal, dalam 
memenuhi kelangsungan hidup dan masa depan sudah barang tentu tidak terlepas dari 
upaya memanfaatkan akal pikiran guna mencari suatu alternatif untuk memiliki 
rutinitas dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup. Termasuk petani 
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penggarap dalam komunitas petani khususnys di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea 
Kabupaten Jeneponto memberi arti penting tidak hanya bagi dirinya sendiri. Tetapi 
juga terhadap pemilik lahan atau kebun yang diuntungkan oleh produktifitas lahan 
tidurnya. 
Manfaat yang diperoleh petani penggarap diperoleh dari pembagian hasil 
garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi 
kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi pemilik lahan mendapat keuntungan ganda dari 
produksi lahannya, yakni di samping memberikan penghasilan tambahan, juga 
melakukan amal shaleh secara tidak langsung dengan cara menolong petani 
penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya.Menurut Ganing 
ketika dikonfirmasi penulis mengatakan bahwa, 
“dampak bagi hasil terhadap aspek ekonomi petani penggarap seperti saya 
rasakan selama ini dapat meningkatkan pendapatan atau penghasilan keluarga, 
sebab di samping menggarap milik sendiri karena ada sedikit, saya juga 
meminta lahan orang atau teman untuk digarap karena lahan tersebut kebetulan 
tidak terurus (tidur). Daripada lahannya tidak berporduksi mendingan saya yang 
garap kemudian produksinya nanti diterapkan sistem bagi hasil setelah 
dikeluarkan biaya yang dibutuhkan dalam proses pengolahan kebun”.22  
 
Hal senada diungkapkan oleh Pionjong seorang petani penggarap di Dusun 
Tanjonga bahwa “kita ini sebagai petani penggarap yang mengelola kebun 
orang lain dengan harapan menapatkan bagian dari hasil produksi lahan yang 
dikelola setelah dikeluarkan seluruh biaya yang dibutuhkan selama pengelolaan 
kebun. Karena biaya yang dibutuhkan itu seluruhnya ditanggung oleh pemilik 
tanah, sebab saya termasuk berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, 
jika telah sampai panen pemilik lahan yang membagi dua untuk pemilik dan 
satu untuk saya. Tetapi karena pemilik lahan termasuk orang yang mampu dan 
suka bersedekah, biasa juga hasil produksi kebunnya lebih banyak dia berikan 
kepada saya. Karena itu, saya betul-betul garap kebun tersebut secara baik dan 
seperti milik sendiri”.23 
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Dari informasi yang dikemukakan Ganing dan Pionjong di atas menunjukkan 
bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik lahan dan petani penggarap di 
Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dapat memberikan dampak 
positif bagi peningkatan penghasilan (perekonomian) para pemilik lahan sekaligus 
meningkatkan pendapatan para petani penggarap. 
Dalam situasi dan kondisi masyarakat khususnya masyarakat petani di Desa 
Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto sekarang ini, di mana pemilik 
lahan yang penghidupannya berada di atas garis kemiskinan (ekonomi menengah atau 
atas) senantiasa memperlihatkan sifat kemanusiawian.  
Hal ini terbukti karena walaupun penghasilan lahannya tetap mereka ambil 
setelah biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan tanahnya itu, akan tetapi 
seringkali pula mereka memberikan berupa sedekah kepada petani yang 
menggarap kebunnya, sehingga penghasilan petani penggarapnya bertambah 
dan memotivasi untuk bekerja lebih jujur dan adil.
24
 
Sistem pembagian bagi hasil produksi pertanian sebagaimana yang 
dikemukakan di atas, tampaknya memberikan keuntungan oleh kedua pihak, karena 
di samping menumbuh suburkan rasa solidaritas, rasa saling menolong antar sesama 
warga desa atau masyarakat petani dan pemilik lahan dan semacamnya, juga dapat 
mempersubur atau meningkatkan  hasil perkapita mereka. Artinya bahwa peningkatan 
perekonomian masyarakat di Desa Tanjonga pada umumnya melalui sistem bagi hasil 
produksi pertanian tampaknya dapat menutupi kebutuhan hidup keluarga mereka, 
terutama bagi mereka yang tidak mempunyai lahan atau tanah. 
Dengan demikian, jika diperhatikan beberapa keterangan singkat yang 
dikemukakan oleh petani penggarap di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak 
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bagi hasil terhadap aspek perekonomian petani penggarap adalah berdampak positif, 
yakni menambah penghasilan pendapatan sekaligus dapat meningkatkan taraf 








A. Kesimpulan  
Bertolak dari beberapa uraian sebelumnya, maka pada uraian ini akan 
dikemukakan beberapa kesimpulan yang diambil dari uraian sebelumnya. 
Adapun beberapa kesimpulan yang dimaksud adalah: 
1. Bentuk pelaksanaan Sistem Bagi Hasil bagi petani penggarap di Desa 
Tanjonga yaitu si pemilik tanah (A) memberikan tanahnya kepada si B 
(petani penggarap) untuk digarap dengan ketentuan dan presentase 
pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Adapun Status Hukumnya 
adalah bahwa Islam mensyari’atkan dan membolehkan untuk memberi 
keringanan kepada manusia sebab sebagian orang mempunyai harta tetapi 
tidak mampu memproduktikannya, dan terkadang ada orang yang tidak 
memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya, 
karena itulah syari’at membolehkan muamalah supaya kedua belah pihak 
dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan keuntungan 
dengan pengamalan (orang yang diberi modal) sedangkan yang dapat 
memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal). Dengan demikian 
terciptalah kerjasama antara pemodal dan pekerja. Dan Allah tidak 
menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan 
dan terbendungnya kesulitan. 
2. Proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya adalah 
menyewakan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem bagi 
hasil. Hal ini adalah lebih baik dari pada lahan tidak terolah atau tidak 
menghasilkan sama sekali asalkan sistem bagi hasil itu diterapkan sesuai 
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kesepakatan bersama. Yang dimaksud dengan bagi hasil adalah pembagian 
keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani 
penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak 
memiliki kemampuan memproduktifkan lahannya, sehingga ia 
memberikan lahannya kepada orang lain untuk diproduktifkan dengan 
ketentuan bagi hasil (muzara’ah). Faktor yang menyebabkan terjadinya 
sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena adanya sistem 
penguasaan atas tanah di satu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak lain. 
B.  Imlikasi Penelitian 
Sebagai wujud terakhir dari pembahasan skripsi ini, penulis akan 
menguraikan tentang implikasi dari penelitian ini dalam bentuk saran-saran atau 
harapan-harapan, yakni sebagai berikut: 
1. Diharapkan agar skripsi ini menjadi suatu masukan kepada setiap pemilik 
lahan atau kebun serta kepada setiap petani penggarap, agar seyogianya 
sistem bagi hasil yang diterapkan senantiasa berasaskan dengan nilai-nilai 
Islam. 
2. Disarankan pula khususnya para petani penggarap agar dapat lebih 
meningkatkan peranannya dalam mengelola lahan atau kebun orang lain 
dengan tetap mengacu pada minimalisasi penggunaan dana dalam situasi 
dan kondisi ekonomi yang hingga kini masih krusial atau krisis, sehingga 
dapat terwujud prinsip pengeluaran biaya sedikit untuk menghasilkan 
keuntungan yang besar. 
3. Diharapkan pula agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap 
pembaca, sehingga keberdaannya dapat menambah khasanah literatur 
keilmuan. 
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4. Disarankan kepada setiap pemilik lahan terutama mereka yang lahannya 
tidak terolah (lahan tidur) agar dapat memberikan kepada orang lain untuk 
dimanfaatkan produktifitasnya, sehingga dapat menunjang perekonomian 
orang lain dan bagi diri pemilik lahan sendiri. 
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